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ABSTRACT 

 

The high number of abandoned land in Indonesia from 2022 to 2023 

reached21,633.2 hectares. Not all of this abandoned land was designated as TCUN 

(State-Owned Land Utilization Right). According to the TCUN Utilization Decree 

of 2023, only 15,995.41 hectares of land have been successfully utilized under 

TCUN by the Directorate General of Land Management. The government plays a 

crucial role in efforts to regulate and utilize abandoned land in Indonesia through 

several stages, including (1) Inventory of indicated abandoned land; (2) 

Identification and research of indicated abandoned land; (3) Evaluation; (4) 

Notification Period; (5) Warning Stages; and (6) Abandoned Land Determination. 

Therefore, this study aims to understand the implementation of regulation and 

utilization of abandoned land by the government on land owned by PT. 

Wanapotensi Guna and to identify the factors causing the holder of HGU Number 

21/Musi Banyuasin to abandon their land. With these government efforts, some of 

the land owned by PT. Wanapotensi Guna has been successfully regulated as 

abandoned land and utilized under TCUN through the Land Bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah menjadi salah satu kebutuhan mendasar dan utama manusia untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah menjadi modal dasar pembangunan 

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. 

Pembangunan yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang 

disebabkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di setiap 

tahunnya. Peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah tanah 

yang tetap serta sifat tanah yang tidak dapat diperbaharui, maka diharapkan 

manusia dapat memanfaatkan, menggunakan dan mengelola tanah yang ada 

secara optimal (Alfansyuri, Amri and Farni, 2020). 

(Gabriella, 2023) Tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi 

kehidupan sehari-hari manusia. Manusia mulai dari lahir hingga meninggal dunia, 

manusia membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan mereka. Pada 

dasarnya, tanah memiliki fungsi terhadap sosial, kultural, ekonomi, politik dan 

ekologis. Berkaitan dengan fungsi tersebut, maka tanah dapat menimbulkan 

persaingan untuk mendapatkan ruang yang sesuai preferensi guna kepentingan 

yang berbeda. Hal tersebut bukan hanya menimbulkan persaingan, namun juga 

menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di Indonesia. 

Penguasaan negara atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Undang-Undang ini menjadi landasan utama bagi pembentukan sistem agraria 

yang baru di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan 

masyarakat. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", asas-asas yang 

digunakan dalam UUPA adalah lanjutan dari ketentuan yang ada dalam Undang-

Undang Dasar sebelumnya (Republik Indonesia, 1945). Konsep "dikuasai oleh 

negara" mengacu pada adanya landasan hukum yang mengatur hak atas tanah, 
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baik yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum, dengan tujuan 

menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Hak atas tanah yang melekat pada 

tanah memiliki kewajiban, wewenang, dan larangan yang berbeda-beda sesuai 

dengan peruntukan penggunaannya. 

Setiap bidang tanah dapat dilekati hak atas tanah yang berupa Hak Milik 

(HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai 

(HP). Status ini memberikan bukti terkuat tentang kepemilikan tanah seseorang 

atau badan hukum. Status tanah yang jelas, maka pemerintah dapat mengatur 

dan mengawasi penggunaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan tanah 

sesuai dengan fungsi haknya. Ini menjaga ketertiban dan kepastian hukum 

terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah, dan memastikan bahwa tanah 

digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Hak atas tanah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang memiliki 

sifat sementara, sehingga hak atas tanah harus selalu diperbaharui dan 

diperpanjang sesuai peraturan yang ada dan tidak boleh dilakukan penelantaran 

oleh pemegang hak (Rahmawati, 2022). Namun bila seseorang pemegang hak 

melakukan penelantaran tanahnya, maka sesuai UUPA tanah tersebut akan 

ditetapkan sebagai tanah telantar untuk dikuasai oleh negara dan hak atas tanah 

atau pemutusan hubungan hukum akan dihapus. 

Nurlinda, Pujiwati and Ishak, (2014) Pada umumnya, tanah telantar lebih 

banyak terjadi pada tanah yang memiliki izin Hak Atas Tanah sebagai Hak 

Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Banyaknya investor atau 

pengusaha yang membeli tanah dengan luasan yang besar tanpa dilakukan 

pemanfaatan secara optimal merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya 

tanah telantar. Pelantaran tanah dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti: 

(1) menghambat program pembangunan negara; (2) menghambat ketahanan 

ekonomi dan pangan; (3) tertutupnya sumber perekonomian masyarakat 

khususnya para petani; (4) terjadinya peralihan fungsi lahan yang tidak sesuai 

dengan semestinya; (5) terjadinya krisis tanah secara fisik sehingga 

menyebabkan turunnya kualitas tanah. 

Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan terhadap 
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masyarakat dan negara, namun nyatanya tanah telantar masih banyak 

ditemukan di Indonesia. Berdasarkan SK Penetapan Tanah Telantar oleh 

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen 

PPTR), Indonesia pada tahun 2022 terdapat 6.894,03 Ha tanah yang ditetapkan 

menjadi tanah telantar. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah angka 

penetapan tanah telantar sebesar 14.739,17 Ha. Peningkatan pada tahun 2023 

terjadi sebesar 113,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jumlah tanah 

telantar kedua tahun tersebut mencapai 21.633,2 Ha. Besarnya jumlah tanah 

telantar tersebut tidak seluruhnya ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum 

Negara (TCUN). Berdasarkan SK Pendayagunaan TCUN 2023, hanya terdapat 

15.995,41 Ha tanah yang dilakukan pendayagunaan TCUN oleh Ditjen PPTR 

dan sisa tanah sebesar 5.637,14 Ha hanya baru berpotensi menjadi 

pendayagunaan TCUN dan belum ditetapkan untuk dilakukan pendayagunaan 

TCUN. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi TCUN maka pemerintah 

melakukan pendayagunaan dengan melalui Reforma Agraria sebesar 5.719,48 

Ha, Bank Tanah sebesar 9.169,33 Ha dan Cadangan Negara Lainnya sebesar 

1.106,58 Ha. 

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tanah telantar terbanyak 

yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Penetapan Tanah Telantar 

oleh Ditjen PPTR, Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah tanah telantar 

sebanyak 14.963,065 Ha. Tanah telantar yang berada di Sumatera Selatan 

didominasi dengan status Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak 

Guna Bangunan (HGB). Kemudian tanah-tanah tersebut ditetapkan SK sebagai 

TCUN dengan jumlah tanah seluas 412,98 Ha dan 14.550,085 Ha tanah baru 

berpotensi menjadi TCUN oleh negara. Banyaknya tanah yang ditetapkan 

menjadi TCUN oleh pemerintah, hanya sebesar 284,47 Ha tanah yang 

ditetapkan sebagai Reforma Agraria dan 128,51 Ha tanah menjadi Aset Bank 

Tanah. Salah satu contoh penetapan tanah telantar yang ditetapkan menjadi 

TCUN melalui bank tanah di Sumatera Selatan yaitu tanah eks HGU pada PT. 

Wanapotensi Guna dengan luasan tanah sebesar 128,505 Ha. Luas tanah yang 

menjadi permasalahan tanah telantar boleh jadi saat ini memiliki jumlah tanah 
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telantar lebih banyak lagi, mengingat tidak mudah dalam menetapkan suatu 

lahan menjadi tanah telantar. 

Salah satu penyebab banyaknya tanah telantar di Indonesia adalah 

lemahnya regulasi yang ada. Saat ini, pemerintah belum memiliki standar yang 

jelas untuk menentukan apakah suatu tanah dapat dikategorikan sebagai 

telantar. Evaluasi cenderung bersifat subjektif dan hanya berfokus pada 

keberadaan pemegang hak atas tanah, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual 

tanah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang lebih 

komprehensif, pemerintah dapat menetapkan standar yang jelas untuk menilai 

tanah telantar. Hal ini akan memudahkan proses penertiban dan 

pendayagunaan tanah terindikasi telantar yang berdasarkan atas prinsip-prinsip 

Peraturan Pokok-Pokok Agraria Indonesia. Dengan demikian, tanah yang 

telantar dapat digunakan kembali untuk kemajuan negara dan kepentingan 

masyarakat (Fatihah, 2023). 

Ardiyansah, (2012) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah 

penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tanah telantar. 

Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur agar pemegang hak tidak boleh 

melakukan penelantaran terhadap tanahnya. Tujuan utamanya adalah untuk 

mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan 

dan pemanfaatan tanah secara optimal, yang dapat merugikan banyak pihak. 

Selain itu, peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan tanah 

yang terindikasi telantar sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). 

Dengan menetapkan status TCUN, pemerintah dapat mengelola dan 

memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional. 

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam 

upaya pencegahan dan penanganan tanah telantar, serta memastikan 

penggunaan tanah yang optimal untuk kemajuan masyarakat dan negara 

(Rochaeni, 2019).  

Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) merupakan tanah yang telah 

ditetapkan sebagai tanah telantar dan telah menjadi milik negara. Artinya, 
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tanah-tanah yang telah diidentifikasi sebagai telantar kemudian dijadikan 

TCUN. Pendayagunaan TCUN mengacu pada pengelolaan dan penataan 

kembali tanah yang terbengkalai untuk menghasilkan manfaat bagi 

kepentingan masyarakat dan negara. TCUN dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat melalui beberapa cara, antara lain: (1) Bank Tanah, 

(2) Proyek Strategis Nasional, (3) Reforma Agraria, dan (4) Cadangan Negara 

Lainnya. Pemanfaatan TCUN ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi 

tanah yang terlantar sehingga dapat memberikan manfaat baik secara sosial, 

ekonomi, maupun lingkungan agar menjadi optimal bagi masyarakat dan 

negara. 

Winati, Hidayat and Lutfi, (2022) Salah satu pendayagunaan TCUN adalah 

melalui bank tanah. Bank Tanah didirikan oleh pemerintah pusat untuk 

melakukan pengelolaan tanah, salah satunya tanah yang berasal dari penetapan 

tanah telantar. Tanah-tanah tersebut memiliki tujuan untuk dimanfaatkan 

negara sesuai dengan kepentingan umum. Adanya badan bank tanah 

diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tanah secara efisien. 

Kementerian ATR/BPN memiliki tugas untuk mengatur dan bertanggung 

jawab di bidang pertanahan sehingga pelaksanaan bank tanah dapat berjalan 

dengan baik dan mampu menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi 

berkeadilan, seperti: (1) reforma agraria; (2) konsolidasi lahan; (3) 

pemerataan ekonomi; (4) kepentingan pembangunan nasional; (5) 

kepentingan umum; dan (6) kepentingan sosial (Edwinar, Hakim and Sirajuddin, 

2023). Oleh karena itu, hadirnya penelitian terkait “Pendayagunaan Tanah 

Cadangan Umum Negara (TCUN) yang Berasal dari Tanah Telantar PT. 

Wanapotensi Guna Oleh Bank Tanah” diharapkan masyarakat maupun 

pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam upaya mencegah atau mengurangi 

adanya tanah-tanah telantar di Indonesia serta dapat mendayagunakan tanah 

telantar tersebut dengan baik. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 

sebagai TCUN melalui Bank Tanah pada PT. Wanapotensi Guna? 

2. Apa faktor penyebab ditetapkannya sebagai tanah telantar oleh pemerintah 

atas tanah yang dikuasai PT. Wanapotensi Guna? 

3. Apa kendala dan solusi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan 

penertiban dan pendayagunaan tanah telantar pada PT. Wanapotensi Guna? 

4. Bagaimana akibat hukum setelah ditetapkannya tanah telantar atas tanah 

yang dikuasai PT. Wanapotensi Guna? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui faktor penyebab tanah PT. Wanapotensi Guna sehingga dapat 

ditetapkan sebagai tanah telantar oleh pemerintah 

b. Mengetahui pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 

pada PT. Wanapotensi sehingga dapat dijadikan sebagai TCUN melalui 

Bank Tanah 

c. Mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 

d. Mengetahui akibat hukum yang terjadi pada PT. Wanapotensi Guna setelah 

ditetapkan menjadi tanah telantar oleh pemerintah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

pelaksanaan pengidentifikasian tanah telantar serta penertiban dan 

pendayagunaan tanah telantar melalui Bank Tanah untuk kesejahteraan 

masyarakat 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi pemerintah dan sektor 

yang terlibat dalam membuat kebijakan khusus tentang penertiban tanah 

telantar yang ada di Indonesia sehingga tanah tersebut dapat didayagunakan 

melalui Bank Tanah 

3. Manfaat Umum 

Manfaat Umum yaitu memberikan pemahaman tambahan kepada 

masyarakat terkait pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah 

telantar melalui bank tanah 
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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat 

disimpulkan berupa:  

1. Penelantaran yang terjadi pada tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin 

dengan luas 128,505 Ha telah tercatat ke dalam basis data tanah terindikasi 

telantar sejak tahun 2010. Penelantaran tersebut disebabkan oleh letak lahan 

yang berada di tepi sungai, sehingga pada saat musim hujan aliran air sungai 

meluap ke areal lahan sawit dan menyebabkan banjir sedalam > 1,5 meter 

yang terjadi sebanyak dua kali dalam setahun dengan kurun waktu air 

tergenang selama kurang lebih satu bulan lamanya;  

2. Pihak pengelola PT. Wanapotensi Guna tidak mengindahkan peringatan ke-

III yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Menteri ATR/BPN mengeluarkan 

Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM- 

ATR/BPN/2016 Tanggal 16 Maret 2016 terkait penetapan terhadap 

sebagian tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin sebagai tanah telantar. 

Setelah ditetapkannya tanah tersebut menjadi tanah telantar, maka 

pemerintah melakukan pendayagunaan TCUN melalui Bank Tanah. Tanah 

yang telah menjadi aset bank tanah akan mengalami perubahan hak atas 

tanah menjadi HPL. Perubahan HGU menjadi HPL tersebut dinyatakan 

didalam Surat Keterangan Hak Pengelolaan Nomor 9/HPL/KEM-

ATR/BPN/II/2024; 

3. Tingginya jumlah tanah telantar yang ada di Indonesia ditambah dengan 

SDM atau petugas yang sedikit, maka menjadi salah satu kendala yang 

dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan 

tanah telantar. Hal tersebut terbukti pada saat penanganan kasus PT. 

Wanapotensi Guna tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana PT tersebut 

telah tercatat kedalam basis data tanah terindikasi telantar sejak tahun 2010, 
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namun baru ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Menteri ATR/BPN pada 

tahun 2016 dan baru dilakukan pendayagunaan TCUN pada tahun 2023. 

Lambannya penanganan tersebut dapat menyebabkan timbulnya sengketa 

atau konflik-konflik pertanahan baru yang akan terjadi; 

4. Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 7/PPPTN-

KEM-ATR/BPN/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 terkait Penetapan 

Peruntukan Pendayagunaan TCUN melalui Bank Tanah terhadap sebagian 

tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin. Keputusan Menteri ATR/BPN 

tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap tanah HGU Nomor 21/Musi 

Banyuasin, seperti hilangnya perizinan berusaha, mengalami perubahan hak 

atas sebagian tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin yang berubah menjadi 

Hak Pengelolaan (HPL), tanah mengalami perubahan status menjadi tanah 

telantar dan dikuasai langsung oleh negara. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka saran atau 

masukan yang dapat diambil, yaitu:  

1. Pemerintah dapat membuat tanggul atau bendungan pada sekitar sungai 

yang ada di kawasan kebun sawit PT.Wanapotensi Guna untuk mengatasi 

terjadinya banjir pada saat musim hujan; 

2. Pemerintah dapat membuat regulasi terkait pemberian sanksi bagi para 

penerima tanah-tanah dari perolehan Bank Tanah. Hal tersebut bertujuan 

agar calon penerima tanah seluas 120,249 Ha atas nama PT. Wanapotensi 

Guna tidak melakukan penelantaran kembali; 

3. Pemerintah perlu menambah SDM atau petugas untuk melaksanakan 

kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di Indonesia, 

sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar serta dapat terlaksana 

dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada; 

4. Pengelola PT. Wanapotensi Guna harus dapat menjaga tanah yang 

dimilikinya dengan cara memanfaatkan, menggunakan, mengusahakan, dan 

memelihara tanahnya sesuai dengan pengajuan hak atas tanah yang 
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diberikan. Hal tersebut bertujuan agar tanah seluas ±7.281,31 Ha (luas 

lahan PT. Wanapotensi Guna diluar luas tanah telantar) tidak ditetapkan 

oleh pemerintah menjadi tanah telantar. 
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